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ABSTRACT
Fossil-fueled motor vehicles play an important role in supporting the economic
activities of society. Besides having a positive effect on a country's economic
growth, the operation of fossil-fueled motor vehicles also has a negative impact.
These negative effects impose costs on society which are usually known as
external costs and consist of air pollution costs, congestion costs, accident costs,
noise costs and climate change costs. Conceptually, the external costs of
operating these fossil fuel vehicles must be charged to motor vehicle users
through the imposition of various taxes, one of which can be in the form of Motor
Vehicle Fuel Tax. In Indonesia the Motor Vehicle Fuel Tax is levied as a Regional
Tax at a rate of 5% of the Selling Value of Motor Vehicle Fuel and is not
differentiated for petrol or diesel fuels. Research conducted shows that the Motor
Vehicle Fuel Tax that is collected in Indonesia is still too small, both from its
absolute value and its tariffs, when compared with European countries, OECD
and non OECD member countries and countries in the Southeast Asia Region.
addition, the value of the Motor Vehicle Fuel Tax collected is still insufficient to
cover the external costs of operating a fossil-fueled motorized vehicle. Tegrefor
the tax rates for motor vehicle fuels in Indonesia must be increased and the rates
must be separated between gasoline fuel which must be higher than diesel fuel.

Keywords. external costs, motor vechile fuel tax, gasoline tax, diesel tax.

ABSTRAK
Kendaraan bermotor berbahan bakar fosil memegang peranan penting guna
menunjang kegiatan ekonomi masyarakat. Di samping memiliki efek yaiigf pos
bagi pertumbuhan ekonomi suatu negara, pengoperasian kendaraan bermotor
berbahan bakar fosil juga mempunyai dampak negatif. Efek negatif tersebut
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membebankan biaya kepada masyarakat yang biasanya dikenal dengan istilah
biaya eksteral dan terdiri dari biaya pencemaran/polusi udara, biaya kemacetan,
biaya kecelakaan, biaya kebisingan dan biaya perubahan iklim. Secara konsep
biaya eksternal dari pengoperasian kendaraan bermotor berbahan bakar fosil ini
harus dibebankan kepada para pemakai kendaraan bermotor melalui pengenaan
berbagai macam pajak yang salah satunya bisa berbentuk Pajak Bahan Bakar
Kendaraan Bermotor. Di Indonesia Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor
dipungut sebagai Pajak Daerah dengan tarif 5% dari Nilai Jual Bahan Bakar
Kendaraan Bermotatan tidak dibedakan untuk bahan bakar jenis bensin maupun
solar. Penelitian yang dilakukan menunjukkan bahwa Pajak Bahan Bakar
Kendaraan Bermotor yang dipungut di Indonesia masih terlalu kecil, baik dari
nilai absolutnya maupun dari tarifnya, jika dibandingkan dengan negara-negara
Eropa, negara-negara anggota OECD dan non OECD serta negara-negara di
Kawasan Asia Tenggara. Di samping itu besarnya nilai Pajak Bahan Bakar
Kendaraan Bermotor yang dipungut masih tidak cukup untuk menutupi biaya
eksternal dari pegoperasian kendaraan bermotor berbahan bakar fosil. Oleh
karena itu tarif Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor di Indonesia harus
dinaikkan serta harus dipisah tarifnya antara bahan bakar jenis bensin yang harus
lebih tinggi daripada solar.

Kata kunci: biaya eksternal, pajak bahan bakar kendaraan bermotor, pajak bensin,
pajak solar.

PENDAHULUAN transportasi berasal dari kendaraan
Masalah transportasi, khususnyabermotor yang menggunakan bahan
transportasi darat menjadi permasalah-bakar fosil. Pemakaian bahan bakar fo-
an umum hampir di semua negara disil menimbulkan pencemaran udara
dunia. Transportasi darat di negara-ne-dalam bentuk emisi karbon dioksida
gara berkembang belum sebaik yang(CO;). Menurut Small and Dender
ada di negara-negara maju. Transpor{2007) enisi CQO, adalah proporsional
tasi di negara-negara maju sebagiardengan volume bahan bakar yang di-
besar sudah menggunakan mode transggunakan, tetapi berbeda antara masing-
portasi masa seperti MRT (Mass Rapidmasing jenis bahan bakar. Untuk con-
Transt), LRT (Light Rail Transit) dan toh, emisi per-liter solar lebih tinggi
lainnya. Sedangkan di negara-negaralaripada bensin.
berkembang transportasi umum masih Emisi CQ akan mengakibatkan
banyak menggunakan kendaraan berpenumpukan gas G@i atmosfer yang
motor seperti mobil dan sepeda motormengakibatkan terjadinya pemanasan
yang menggunakan bahan bakar fosilglobal (global warming) dan menye-
(premium, solar dan sejenisnya). babkan perubahan iklim yang menjadi
Sektor transportasi adalah salahtidak menentu. Pada beberapa puluh
satu sumber konsumsi energi danatau ratusan tahun yang lalu perubahan
emisi CQ yang terbesar (Li et al., cuaca dan musim dengan mudah dapat
2017). Konsumsi energi dari sektor diprediksi berdasarkan pengalaman-
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pengalaman waktu sebelumnya. Na-yang terkuat dan terlengkap untuk sis-
mun dalam beberapa tahun terakhirtem alam. Di banyak negara, tempat
perubahan cuaca dan musim sudah sudan daerah dampak yang ditimbulkan
lit untuk diprediksi, karena adanya pe- mengubah curah hujan, mencairnya
manasan global. salju dan es, mengubah sistem hidro-
Dender (2019) menyatakan keru- logi yang memengaruhi kuantitas dan
sakan iklim yang dihasilkan sebagiankualitas sumber daya airDender
besar akan ditanggung oleh generas(2019) menyatakan salah satu pende-
masa depan di seluruh dunia, kareng&atan untuk menilai kerusaka@O;
CO yang ada di atmosfer selama lebihadalah untuk mengukur risiko di masa
dari satu abad dan sistem iklim hanyadepan menggunakan bukti bagaimana
menyesuaikan secara bertahap dengaamisi mempengaruhi konsentrasi at-
meningkatnya konsentrasi G@i at- mosfer di masa depan, temperatur dan
mosfer. Perubahan iklim dan emisi iklim terkait dampak konsentrasi yang
CO, telah meningkat menjadi sangat lebih tinggi, dampak ekonomi (keru-
seaius (Li et al., 2017). sakan pertanian dunia, biaya perlin-
Data dari IPCC (2015) mga- dungan terhadap naiknya permukaan
takan bahwa masing-masing dari tigalaut, dampak kesehatan, risiko kerugi-
dekade terakhir berturut-turut suhu dian PDB (Produk Domestik Bruto)
permukaan bumi lebih hangat daripadayang besar dari skenario iklim eks-
dekade-dekade sebelumnya sejak trem, dan lain-lain) yang kesemuanya
hun 1850. Periode dari tahun 1983akan dibebankan ke masa kini.
hingga 2012 kemungkinan adalah pe- Emisi CO, global sebesar 24%
riode 30 tahun terhangat dari 1.400berasal dari sektor transportasi. Untuk
tahun terakhir di belahan bumi utara, sektor transportasi terjadi kenaikan
di mana penilaian semacam itu di- emisi CO, sebesar 68% dari tahun
mungkinkan. Data suhu rata-rata ga-1990 sampai dengan tahun 2015 (IEA,
bungan daratan dan lautan global yang2017). Produksi CQdari sektor trans-
dihitung oleh tren linier menunjukkan portasi terutama berasal dari kendara-
data pemanasan 08Selama periode an motor yang menggunakan bahan
tahun 1880 hingga 2012. bakar fosil (premium, solar dan seje-
Para ahli iklim telah mengamati nisnya). Volume dan jenis bahan bakar
konsentrasCO, di atmosfer yang me- fosil yang dikonsumsi oleh kendaraan
ningkat secara signifikan selama abadbermotor akan mempengaruhi jumlah
terakhir, dibandingkan dengan era praCO, yang ditimbulkan. Semakin ba-
industri yang mana COdi atmosfer nyak volume bahan bakar yang di-
hanya berada pada tingkat sekitar 28Ckonsumsi kendaraan bermotor akan
ppm (parts per million). Pada tahun semakin besar jumlah GQang diha-
2016, konsentrasi rata-rata €@ at-  silkan. Demikian pula konsumsi bahan
mosfer sebesar 403 ppm sekitar 40%bakar jenis solar akan menimbulkan
lebih tinggi daripada pertengahan ta-jumlah CQ yang lebih besar pula.
hun 1800, dengan rata-rata kenaikan Mengingat besarnya dampak ne-
sebesar 2 ppm per tahun dalam sepugatif pemanasan global yang ditimbul-
luh tahun terakhir (IEA, 2017). IPCC kan dari ensi CO;, maka sebagian
(2015) menyatakan bukti dampak per-besar negara di dunia sepakat untuk
ubahan iklim yang diamati adalah mengurangi emisi C© Usaha-usaha
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tersebut dilakukan melalui Konvensi nurut Dender (2019) struktur tradisio-
Kerangka Kerja Perserikatan Bangsa-nal pajak transportasi jalan di sebagian
Bangsa (PBB) tentang Perubahannegara berfokus pada Pajak Bahan
Iklim (United Nation Framework Bakar dan untuk tingkat yang lebih
Convention on Climate Change rendah adalah Pajak Kendaraan.
(UNFCCC)). UNFCCC dibentuk pada Di Indonesia pajak yang terkait
saat pertemuan KTT Bumi (Earth dengan transportasi, khususnya ber-
Summit) pada tanggal 3 - 14 Juni 1992kaitan dengan transportasi darat meng-
di Rio de Jeneiro, Brazil yang dihadiri gunakan kendaraan bermotor yang me-
oleh perwakilan 172 negara. Selan-makai bahan bakar fosil adalah Pajak
jutnya negara-negara peserta konvensKendaraan Bermotor, Bea Balik Nama
setiap tahun melakukan pertemuanKendaraan Bermotor, dan Pajak Bahan
untuk membahslebih detd mengenai Bakar Kendaraan Bermotor. Semua
usaha-usaha untuk mengurangi emispajak ini tergolong Pajak Daerah yang
gas rumah kaca. diatur dengan Undang-Undang Nomor
Pada tanggal 12 Desember 201528 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah
dilakukan pertemuan di Paris yang dan Retribusi Daerah, Keputusan Men-
menghasilkan kesepakatan Paris. Perteri DalamNegeri dan Peraturan Dae-
janjian Paris adalah bagian dari Kon-rah Provinsi di masing-masing provin-
vensi Kerangka Kerja PBB tentang si. Dari ketiga jenis pajak tersebut,
Perubahan Iklim (UNFCCC) yang yang akan dibahas pada tulisan ini
ditandatangani oleh 196 negara sehuhanya mengenai Pajak Bahan Bakar
bungan dengan mitigasi gas rumahKendaraan Bermotor.
kaca. Semua negara yang menandata- Disamping diatur dalam pera-
ngani Perjanjian Paris diharapkan da-turan tentang Pajak Daerah, sebenar-
pat melakukan usaha-usaha untuk menya pemungutan Pajak Bahan Bakar
ngurangi emisi gas rumah kaca yangKendaraan Bermotor juga disebutkan
sebagian besar disebabkan emisiCO pula dalam aturan mengenai Pajak
Sebagian emisi C{berasal dari ken- Penghasilan yang tergolong Pajak Pu-
daraan bermotor yang berbahan bakasat. Dalam Peraturan Menteri Keuang-
fosil. Oleh karena itu setiap negaraan Nomor 154/PMK.03/2010 yartg-
dapat berusaha mengurangi beropelah diubah bebepa kali teakhir de-
rasinya kendaraan bermotor yangngan Peraturan Bfteri Keuangan
berbahan bakar fosil. Nomor 107/PMK.010/2015 pasal 2
Salah satu cara untuk mengu-ayat (1) huruf c. nomor 1., dan Pera-
rangi jumlah kendaraan bermotor turan Direktur Jenderal Pajak Nomor
berbahan bakar fosil yang beroperasiPER-57/PJ/2010 yang telah diubah be-
adalah melalui instrumen pajak. Pajakberapa kali terakhir dengan Peratur
yang dihubungkan dengan pemakaiamDirektur Jenderal Pajak Nomor PER-
kendaraan bermotor ini adalah pajak31/R)/ 2015 pasal 1A aydtl) huruf c.
transportasi. Pengenaan pajak transnomor 1. disebutkan bahwa atas pen-
portasi untuk kendaraan bermotorjualan bahan bakar minyak akan
yang berbahan bakar fosil diharapkandikenakan Pajak Penghasilan Pasal 22
akan mampu mengurangi jumlah sebesar 0,25% dari harga penjualan
penggunaan kendaraan bermotor yangidak termasuk Pajak Pertambahan
menggunakan bahan bakar fodde-  Nilai untuk penjualan kepada stasiun
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pengisian bahan bakar umum Pertadainnya dan membandingkan besarnya
mina dan sebesar 0,3% dari harga pendengan biaya eksternal yang mungkin
jualan tidak termasuk Pajak Pertam-harus dikeluarkan untuk mengope-
bahan Nilai untuk penjualan kepadarasikan kendaraan bermotor berbahan
pihak lainnya.Namun Pajak Perigez  bakar fosil.
silan Pasal 22 yang dipungut ini dapat
dikreditkan dengan Pajak PenghasilanTINJAUAN PUSTAKA
terutang dari Wajib Pajak, sehinggaBiaya Eksternal
bukan merupakan pajak konsumsi Setiap negara harus menyedia-
yang akan memberikan beban tam-kan sarana dan prasarana transportasi
bahan terhadap konsumsi bahan bakayang baik guna menunjang kegiatan
minyak dan tidak akan dapateme- ekonomi masyarakat. Infrastruktur
ngaruhi perilaku konsumsi bahan ba-transportasi yang baik akan membantu
kar minyak dari Wajib Pajak. pemerintah suatu negara dalam mem-
Pajak Bahan Bakar Kendaraan percepat laju pertumbuhan ekonomi
Bermotor yang dipungut sebagai Pajaknegara tersebut. Tanpa adanya suatu
Daerah termasuk Pajak Daerah Pro-infrastuktur transportasi yang memadai
vinsi, dan akan dipungut oleh Peme-laju pertumbuhan ekonomi suatu nega-
rintah Provinsi dengan dasar Undang-ra tidak akan dapat berjalan secara
Undang Pajak dan Retribusi Daerah,maksimal.
Peraturan Menteri Dalam Negeri dan Di samping memiliki pengaruh
Peraturan Daerah. Besarnya Pdggk  yang sangat positif bagi pertumbuhan
han Bakar Kendaraan Bermotor dite-ekonomi suatu negara, keberadaan in-
tapkan sebesar 5% dari Nilai Jualfrastruktur transportasi juga mempu-
Bahan Bakar Kendaraan Bermotornyai efek samping yang negatif. Efek
sebelum dikenakan Pajak Pertambahasamping yang tidak menguntungkan
Nilai. Besarnya tarif Pajak Bahan dari keberadaan infrastruktur transpor-
Bakar Kendaraan Bermotor yang di- tasi antara lain kemacetan, kecelakaan
pungut di Indonesia diduga terlake-  kebisingan, polusi, kerusakan infra-
cil dibandingkan dengan pajak sejenisstruktur transportasi, perubahan iklim
yang dipungut oleh neganegara lain. dan efek samping lainnya yang meru-
Di samping itu Pajak Bahan Bakar gikan bagi lingkungan sekitar.
Kendaraan Bermotor yang dipungut Ketika efek samping dari akti-
diperkirakan nilainya sangat tidak sig- vitas tertentu membebankan biaya pa-
nifikan bila dihubungkan dengan biaya da masyarakat, para ekonom berbicara
yang dikeluarkan untuk menetralisir tentang biaya seperti biaya eksternal.
dampak negatif yang ditimbulkan dari Berbeda dengan manfaatnya, biaya
penggunaan bahan bakar fosil yangeksternal transportasi umumnya tidak
biasa dikenal dengan isitilah biaya ditanggung oleh pengguna transportasi
eksternal. Tulisan ini akan mencobadan karenanya tidak diperhitungkan
mendapatkan argumen untuk memperketika mereka membuat keputusan
kuat dugaan bahwa Pajak Bahan Bakatransportasi (Korzhenevych et al.,
Kendaraan Bermotor yang dibebankan2014). Karena biaya eksternal timbul
di Indonesia terlalu kecil dengan caradari aktivitas transportasi, maka sudah
membandingkannya dengan pajak seseharusnya biaya eksternal dibeban-
rupa yang dipungut di negara-negarakan kepada pihak-pihak yang menggu-
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nakan infrastuktur transportasi. Hal ini ausan infrastruktur dan biaya kemacet-
yang biasa disebut sebagai proses inan) (CGDD SEEIDD, 2013 dalam
ternalisasi. Dender, 2019). Weinreich et al. (1998)
Korzhenevych et al. (2014pe  menyebutkan biaya eksternal transpor
nyatakan untuk mendefinisikan biaya terdiri dari: biaya pencemaran udara,
eksternal dengan benar, penting untukbiaya perubahan iklim, biaya kebising-
membedakan antara: (1) biaya sosialan lalu lintas, dan biaya kecelakaan.
yang mencerminkan semua biaya yang Biaya eksternal transportasi ter-
terjadi karena penyediaan dan penggujadi karena adanya: (1) kemacetan; (2)
naan infrastruktur transportasi, sepertikecelakaan; (3) kebisingan; (4) polusi
biaya keausan infrastruktur, biaya mo-udara; (5) perubahan iklim; (6)an
dal, biaya kemacetan, biaya kecelakapak lingkungan lainnya (biaya proses
an, biaya lingkungan; dan (2) biaya hulu dan hilir); (7) keausan infra-
pribadi (atau biaya internal), yang di- struktur untuk jalan dan kereta api
tanggung langsung oleh pengguna(Korzhenevych et al., 2014). Sen et al.
transportasi, seperti keausan dan biaygd2010) menyebutkan biaya eksternal
energi untuk penggunaan kendaraanadalah biaya keavetan, biaya pence-
biaya waktu sendiri, tarif transportasi, maran/polusi udara, biaya kecelakaan,
pajak dan biaya transportasi. Kebera-biaya kebisingan dan lain-lain. Dari
daan biaya eksternal mengacu paddeberapa pendapat tersebut dapat di-
perbedaan yang ada antara biaya sosiaimpulkan secara umum biaya ekster-
dan biaya pribadi. Dender (2019) me- nal untuk transportasi darat terdiri dari
nyatakan daftar potensi efek samping biaya pencemaran/polusi udara (air
negatif atau biaya eksternal dari aktivi- pollution cost), biaya kemacetanof
tas transpor jalan sangatlah panjang. ngestion cost), biaya kecelakaardia
Mengenai biaya-biaya yang ter- dents cost), biaya kebisingan (noise
golong biaya eksternal, Essen et al.cost), dan biaya perubaharklim
(2011) menyebutkan bahwa biaya eks-(climate change cost). Delucchi and
ternal marjinal dikalkulasi dari 5 kate- McCubbin (2010) memberikan data
gori biaya utama: biaya kecelakaan,biaya eksternal pada Tabel 1.
biaya pencemaran/polusi udara, biaya

perubahan iklim, biaya kebisingan dan Tabel 1

Estimasi Biaya Eksternal Jalan Tahun 2006

biaya kemacetan. Biaya eksternal dg JenisBiaya]  Kendaraan Kendaraan

pat dibedakan menjadi biaya ekstelf Eksternal Per’j&‘g‘;‘;sg er- Qgﬂ‘ourfanq"'?ggg)g

nal'tas Ilngkungan (blaya perubaf]a penumpang mil

iklim, biaya polusi udara lokal, biaya - : 0(8%525 Y

. . . . . emacetan s -/, y

p_olu3| air dan tanar_l, biaya kebisingarT,kecelakaan] 1.4 14.4 011_2.0

biaya karena kehilangan keanekara-esehatan 0,09-6,7 0,10-18,7

gaman hayati, biaya penggunaan laharsa o

yang tidak efisien, biaya risiko tekno4 Udara

logi, biaya intrusi visual dan biaya ge{ [cPahan| 006748 002759

taran), biaya eksterntds sosial (biaya | Kebisingan 0,0-35 0,0-53
H A Polusi Air 0,01- 0,05 0,003- 0,05

kecelakaan, _blaya pengaruh terhad_b eamanan | 0.20_0.84 022034

kesehatan, biaya efek penghalang, bi@gnergi

ya penurunan kualitas hidup), dan Sumber:

Delucchi and McCubbin

biaya eksternalitas ekonomi (biaya ke-(2010) Diolah

10
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Menurut Essen et al. (2011)
biaya eksternal rata-rataempkm EU28

Bakar Kendaraan Bermotor di Indonesia

jumlah biaya eksternal yang ditimbul-
kan dari aktivitas transportasi darat.

untuk kendaraan angkutan penum- Pengenaan pajak pada para

pang: mobil sebes&-sen 7,8 dan bis
sebesar €-sen 2,9. Untuk mobil ang-
kutan barang: jenis LDV (Light Diesel
Vechileg sebesar €-sen 13,1 dan jenis

pemakai jalan melalui Pajak Bahan
Bakar dan Pajak Kendaraan meau

kan metode pembebanan biaya ekster-
nal penggunaan jalan yang paling se-

HGV (Heavy Goods Vechiles) sebesarderhana. Dender (2019) menyatakan

€-sen 3,4. Jika dihitung rata-ratany

pajak transportasi di Eropa sebagian

akan didapat biaya eksternal rata-ratebesar dalam bentuk Pajak Kendaraan

per-km EU28 sebesare-sen 6,8.
Korzhenevych et al. (2014) mmderi-

dan secara khusus Pajak Bahan Bakar.
Nong (2018) menyatakan secara khu-

kan rata-rata biaya infrastruktur varia- sus pemerintah Vietnam akan menaik-

bel untuk Jerman pada Tabel 2.

Tabel 2
Rata-rata Biaya Infrastruktur Variabel di
Jerman Tahun 2010 pkm

Tipe Kendaraan Semua Jalar€{sen)
Sepeda dan Sepeda 0,2
Motor

Mobil Penumpang 0,6

Bis 2,2

Light Diesel Vechiles 0,8

Heavy Goods Vechileg 1,3
(3,5-12 ton)

Heavy Goods Vechileg 4.1
(12-18 ton)

Heavy Goods Vechileg 6,6

> 18 ton)
Rata-rata 0,9

kan tarif pajak konsumsi untuk bensin
dan solar sebesar 33,33%, dan untuk
batu bara sebesar 50%. Tarif Pajak
Bensin naik dard 3.000 petiter men-
jadi @ 4.000 per-liter dan tarif Pajak
Solar naik darid 1.500 per-liter men-
jadi @ 2.000 per-liter.

Sterner (2012) menunjukkan da-
ta mengenidbesarnya harga bensin dan
solar serta besarnya Pajak Bensin dan
Pajak Solar di 7 negarfaropa seperti
terlihat pada Tabel 3.

Tabel 3
Harga dan Pajak Bensin dan Solar per-liter
Pada 7 Negara Epa

Sumber: Korzhenevych et al. (2014)
Diolah

Negara | Harga | Harga | Pajak | Pajak

Bensin| Solar | Bensin| Solar
Us- | (UsS- | (Us- | (Us-
sen sen) sen) sen

Pajak Bahan Bakar Kendaraan
Bermotor

Perancis 198 186 121 93
(61,1%) (50%)

Pajak yang berhubungan dengal

qlerman | 205 | 195 | 128 | 100
(62,4%)|(51,3%

transportasi darat kebanyakan diw
judkan dalam bentuk Pajak Bahan B3

kar dan Pajak Kendaraan. Penentug

jumlah dan tarif untuk Pajak Bahan
Bakar dan Pajak Kendaraan umumny

“ltalia 202 196 116 94

3 (57,4%)| (48%)

\Berbia - - 34,9% [19,9%
Spanyol 162 165 90 67

A (49,4%)|(40,6%

tidak memperhitungkan atau memper

“Swedia | 191 | 202 | 118 | 104
(61,8%)((51,5%

bandingkannya dengan biaya ekstern
yang ditimbulkan dari aktivitas trans-

AUnited 196 215 123 | 124

portasi darat. Karenanya jumlah Paja

Bahan Bakar dan dfak Kendaraan

Kingdom (61,7%)(57,7%
KRata-rata| 192,33| 193,17| 116 97
*) (60,3%) [(50,2%

yang dikumpulkan sering kali tidak
memada jika dibandingkan dengan

Sumber: UNECE (2007) and GTZ
(2007) dalam Sterner (2012) Diolah
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Untuk menghitung rata-rata pada Data Tabel 4 menunjukkan Pa-
Tabel 3, data dari Serbia tidak dima-jak Bersin terendah untuk negara-ne-
sukkan. Dari Tabel 3 nampak badaw gara di Eropa Barat ada &panyol
secara umum besarnya persentase tardengan tarif sebesdJS-sen 90 per-
Pajak Bensin dan Pajak Solar daai-h liter dan tertinggi ada di Belanda de-
ga bensin dan solar berkisar antarangan tarifUS-sen 139. Sedangkan un-
40% sampai dengan 65% (kecuali Sertuk negara-negara di luar Eropa Pajak
bia yang persentasenya 34,9% untukBensin terendah ada di USA dengan
Pajak Bensin dan 19,9% untuk Pajaktarif sebesar USesm 13 dan tertinggi
Sola). Persentase tertinggi dan teren-ada di Jepang dengan tarif sebesar US-
dah Pajak Bensin ada di Jerman sebesen 59. Tarif Pajak Brsin di negara-
sar 62,4% dan di Serbia dengan besanegaa Eropa Barat jauh lebih tinggi
34,9%. Sedangkan persentase tertinggdari pada negara-negara di luar Eropa.
dan terendah Pajak Solar ada di Uni- OECD (2012) menyatakan tarif
ted Kingdom sebesar 57,7% dan diPajak Bensin dan Pajak Solar di Fin-
Serbia sebesar 19,9%. Dari Tabel 3landia pada tahun 2008 masing-masing
tersebtt nampak pula bahwa untuk sebesar 63% dan 36%. Bacon (2001)
semua nega persentase tarif Pajak menunjukkan rata-rata besarnya Pajak
Solar dari harga solar lebih kecil dar Bensin dan Pajak Solar di nega
pada tarif Pajak Bensin dari harganegara OECD atau non OECD seperti
bensin. Besarnya Pajak Bensin untukterlihat pada Tabel 5.
beberapa negara Eropa Barat den
berapa negara di luar Eropa ditun-
jukkan dari data yang disajikarieb
Sterner (2012) seperti terlihat pada

Tabel 5
Rata-rata Pajak Bensin dan Solar
Negara-negara OECD dan Non OECD
Pada Tahun 1999

Tabel 4. Jens Bahan % Bagian Besarnya
Bakar dan Pajak dari Pajak
Tabel 4 Kelompok Harga (US-=n)
Pajak Bensin peliter Negara Final
BeberapaNegara Eropa Barat dan Non Eropal Bensin
Negara | Pajak Negara | Pajak || OECD 67% 58,1
Eropa Bensin | Non Eropa| Bensin || Non OECD 44% 22,9
Barat (Us- (Us- Solar
sen sen) OECD 5% 424
Italia 116 | Jepang 59 Non OECD 40% 166
UK 123 | Australia 43 Sumber: Bacon (2001) Bésuaikan
Belanda 139 New 51
Zealand .
Perancis 121 Kanada 32 D.ata TatEl. 5 me.nunJUkkan b.ah_
Belgia 125 | Meksiko 10 wa Pajak Bensin lebih besar daripada
Jerman 128 | USA 13 Pajak Solar dalam persentase pajak
Finlandia 129 | Rata-rata 35 dari harga maupun nilai absolut pajak
Portugal 122 yang dipungut, baik untuk kelompok
Swedia 120 negara OECD maupun pada kelompok
iﬁg{;?g" 19000 negara non OECD. Data Tabel 5 juga
Rata-raa 119 menunjukkan bahwa pemungutan Pa-

Sumber: IEA (200p dalam Sterner

(2012)

jak Bensin dan Pajak Solar di kelom-
pok negara OECD jauh lebih besar
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dari
OECD.

Jurado et al. (2008) menyatakan

bahwa pemajakan produk minyak d
negaa-negara ASEAN dapat diklasifi-
kasikan menjadi 3, yaitu: (1) pajak adg
valorem (AVT) yang dibebankan seba

ada.

Tabel 6

pada kelompok negara nonnegara lain dan dengan konsep yang

i Tarif Pajak Bensin dan Pajak Solar
Pada Beberapa Negara ASEAN

gai tarif persentase dari harga jual atalFilipina

nilai lainnya dari barang; (2) Pajak

khusus, yang dibebankan sebagai ju

lah tetap berdasarkan berat atau voll
me atau ukuran unit fisik lainnya; dan
(3) kombinasi dari pajak ad valorem
dan spesifik. Berdasarkan data da

Jurado et al. (2008) dapat dibuat tabel20S

mengenai besarnya tarif Pajak Bensi

dan Pajak Solar di beberapa nega
ASEAN di luar Indonesia seperti ter-
lihat pada Tabel 6.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini adah penelitian
kepustakaan, yaitu dengan cara men
liti bahan pustaka atau data sekunde
Penelitian menggunakan pendekata

konseptual (conceptual approach), dan Premium Tidak

pendekatan komparatif (comparative

approach).
Pendekatan konseptual (concep
tual approachdilakukan dengan cara

menelaah konsep-konsep yang dike

mukakan oleh para ahli berkaitan de

ngan pengenaan pajak untuk baha
bakar, khususnya Pajak Bensin d

Pajak Solar. Pendekatan komparat
(comparative approach) dilakukan de
ngan cara membandingkan implemer
tasi pengenaan Pajak Bahan Baka
Kendaraan Bermotori dindonesia de-
ngan Pajak Bensin dan Pajak Solg
yang diterapkan di negara lain. Dar
perbandingan tersebut akan dilakukar
penilaian apakah pemungutdPgak

Bahan Bakar Kendaraan Bermotor d
Indonesia sudah cukup baik diban

Negara/ Tarif Pajak Dasar
Jenis Pajak Pengenaar
Pajak
Pajak Bersin:
- Naphtha P 4,35 Liter
- Premium Bertimbal| & 535 Liter
- Premium Tidak P 4,35 Liter
Bertimbal
Kamboja
iPajak Solar 4,35% Harga Jual
Ir,IPajak Bensin:
- Bensin Super 25% Harga Jual
d Bensin Biasa 24% Harga Jual
Pajak Solar 12% Harga Jual
Malaysia
Pajak Bensin 8,54% Harga Jual
Pgak Solar RM 2,86 Liter
Myanmar
Pajak Bensin 170% Harga Jual
eE’ajak Solar 90% Harga Jual
| Singapura
F'Pajak Bensin:
- Premium Bertimbal|  S$ 710 10 Liter
S$4,35 | 10Liter
Bertimbal
- BiasaBertimbal S$ 6,30 10 Liter
- Biasa Tidak S$ 370 10Liter
+ Bertimbal
- Lainnya Bertimbal S$6,80 | 10Liter
- Lainnya Tidak S$4,10 10 Liter
Bertimbal
r Thailand
Pajak Bensin:
n Tidak Bertimbal B 3,685 Liter
f Impor Tidak 0
Bertimbal
- Bensin Etanol B 3,3165 | Liter
- (10% Etanol)
T Naphtha 36% dan | Liter
B3,35
- Naphtha untuk 0
\[' Bahan Baku
| Pajak Solar:
- Solar (mengandun B 2405 Liter
0,25% Sulphur)
.- Solar (mengandun B 2,30 Liter
| < 0,25% Sulphur)
- - Bio Solar B 2,1808 | Liter

dingkan dengan yang diterapkan di Sumber: Jurado et al. (2008) Diolah
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Pengenaan Pajak Bahan Bakar jak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor,

Kendaraan Bermotor di Indonesia Pajak Air Permukaan dan Pajak Ro-
Seperti kebanyakan negara lainkok.
di dunia, di mana pengenaan pajak Berkaitan dengan Pajak Bahan

transportasi darat dipusatkan padaBakar Kendaraan Bermotor, Undang-
pembebanan dak Bahan Bakar dan Undang Nomor 28 Tahun 2009e
Pajak Kendaraan, pengenaan pajakngatur hal-hal sebagai berikut: (a)
transportasi darat di Indonesia jugaPasal 16 menyatakan objek Pajak
diimplementasikan melalui pengenaanBahan Bakar Kendaraan Bermotor
Pajak Bahan Bakar dan Pajak Kenda-adalah bahan bakar kendaraan bermo-
raan. Jenis Pajak Kendaraan dan Pajalor yang disediakan atau dianggap
Bahan Bakar yang diterapkan di Indo- digunakan untuk kendaraan bermotor.
nesia adalah Pajakeidaaan Bermo- (b) Pasal 18 menyatakan Dasar Pe-
tor, Bea Balik Nama Kendaraand ngenaan Pajak Bahan Bakar lden
motor, dan Pajak Bahan Bakar Kenda-raan Bermotor adalah Nilai Jual Bahan
raan Bermotor. Semua jenis pajak iniBakar Kendaraan Bermotor sebelum
tergolong Pajak Daerah. Di samping dikenakan Pajak Pertambahan Nilai.
itu, ada pula jenis Pajak Pusat yaitu(c) Pasal 19 menyatakan tarif Pajak
Pajak Penghasilan Pasal 22 yangBahan Bakar Kendaraan Bermotor
merupakan pajak yang dipungut untukditetapkan paling tinggi sebesar 10%.
penjualan bahan bakar minyak olehKhusus tarif Pajak Bahan Bakar
stasiun pengisian bahan bakar umunKendaraan Bermotor untuk bahan ba-
Pertamina atau non Pertamina atawkar kendaraan umum dapat ditetapkan
bukan stasiun pengisian bahan bakarpaling sedikit 50% lebih rendah dari
Namun Pajak Penghasilan Pasal 22 intarif Pajak Bahan Bakar Kendama
merupakan Pajak Penghasilan dibayaBermotor untuk kendaraan pribadi.
di muka yang dapat diperhitungkan Implementasi pengenaaRgak
pada akhir tahun sebagai pengurand@@ahan Bakar Kendaraan Bermotor
Pajak Penghasilan yang terutang. Paselanjutnya diatur melalui Peraturan
jak Penghasilan Pasal 22 ini bukanDaerah yang ditetapkan oleh Gubernur
termasuk pajak konsumsi yang akanProvinsi dengn persetujuan Dewan
memberikan beban tambahan terhadagPerwakilan Rakyat Daerah (DPRD)
konsumsi bahan bakar minyak danProvinsi. Oleh karena itu, besarnya pe-
tidak akan dapat empengaruhi peld- ngenaan tarif Pajak Daerah untuk
ku konsumsi bahan bakar minyak dariPajak Bahan Bakar Kendaraan Bermo-
Wajib Pajak. tor untuk masing-masing daerah ada
Pengenaan Pajak Daerah dan Rekemungkinan berbeda-beda walaupun
tribusi Daerah diatur dengan Undang-batasan tarifnya telah ditietkan da-
Undang Nomor 28 Tahun 2009 ten-lam Undang-Undang Nomor 28 Tahun
tang Pajak Daerah dan Retribusi2009 tentang Pajak Daerah dan Retri-
Daerah. Undang-Undang Nomor & busi Daerah.
Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Untuk pembahasan di sini akan
Retribusi Daerah pasal 2 aya) (he  dipakai besarnya tarif Pajak aBan
nyebutkan jenis Pajak Provinsi terdiri Bakar Kendaraan Bermotor yang dite-
atas: Pajak Kendaraan Bermotor, Beaapkan di Provinsi DKI (Daerah Khu-
Balik Nama Kendaraan BermotdPa  sus Ibukota) Jakarta. Peraturan Dhera
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Provinsi DKI Jakarta Nomor 10 Tahun kar Kendaraan Bermotor sebelum di-
2010 tentang Pajak Bahan Bakar Ken-kenakan Pajak Pertambahan Nildn-
daraan Bermotor pasal 6 menyatakartuk menghitung besarnya Pajak Ba-
dasar pengenaan Pajak Bahan Bakahan Bakar Kendaraan Bermotor per-
Kendaraan Bermotor adalah Nilai Jualliter akan digunakan giga baha
Bahan Bakar Kendaraan Bermotor se-bakar minyak jenis bensin/premium
belum dikenakan Pajak Pertambahandan solar yang merupakan bahan bakar
Nilai. Kemudian di pasal 7 disebutka minyak terbanyak konsumsinya. Harga
bahwa tarif Pajak Bahan Bakar Ken- bahan bakar minyak per 31 Mei 2019
daraan Bermotor ditetapkan sebesajenis bensin sebesar Rp. 6.450,- per-

5%. liter dan jenis solar seba Rp. 5.150,-
per-liter. Harga bahan bakarimgak
PEMBAHASAN tersebut sudah termasuk Pajak Pertam-

Bahan bakar kendaraan bermo-bahan Nilai sebesar 10% dan Pajak
tor yang dijual di Indonesia ada bebe- Bahan Bakar Kendaraan Bermotor
rapa jenis. Jenis bahan bakar minyaksebesar 5%. Berdasarkan data tersebut,
(bbm) yang dijual di Indonesia cukup maka besarnya Pajak Bahan Bakar
banyak macamnya. Bahan bakai- Kendaraan Bermotor jenis bensin
nyak yang dijual oleh PT Pertamina 5% x (100/115 x Rp. 6.450,-) = Rp.
ada beberapa jenis, yaitu: premium,280,44 peititer dan Pajak Bahan
solar (ho solar), pertalite, pertamax, Bakar Kendaraan Bermotor jenis solar

pertama turbo, dexlite, dan de Ba- = 5% x (100/115 x Rp. 5.150,-) = Rp.
han bakar minyak yang dijual oleh 223,91 peliter.
Shell Indonesia ada beberapa jenis, Pajak Bensin (premium) ddPe

yaitu: shell regular, shell super, shell jak Solar per-liter pada 7 negara Eropa
v-power, sheel diesel, dan #hdiesel menurut UNECE (2007) dan GTZ
extra. Bahan bakar minyak yang dijual (2007) dalam Sterner (2012) masing-
oleh PT AKR Corporindo Tbk. yaitu: masirg sebesar US-sen 116 (60,3%)
akra 92. Kemudian bahan bakar mi-dan US-sn 97 (50,2%). Jika dikon-
nyak yang dijual oleh PT Total Oil versi ke dalam rupiah dengan menggu-
Indonesia ada beberapa jenis, yaitunakan kurs tengah Bank Indonesia per
performance 90, performance,9#®r- 31 Mei 2019 (Rp. 14.385,-/US$), ma-
formance 95, dan diesel. Dari kkse ka Pajak Bensin sebesar Rp. 16.686,60
ruhan bahan bakar minyak yang dijual per-liter dan Pajak Solar sebesar Rp.
di Indonesia terbanyak dijual oleh PT 13.953,45 per-liter.Sedangkan data
Pertamina yaitu hampir 85% dari selu-dari IEA (2009) dalam Sterner (2012)
ruh penjualan bahan bakar minyak. menunjukkan rata-rata Pajak Bensin
Penjualan bahan bakar minyak PTuntuk negara-negara di Eropa Barat
Pertamina yang terbanyak adalah pensebesar USen 119 per-liter dan untuk
jualan bahan bakar minyak bersubsidibeberapa negara non Eropa sebesar
untuk kendaraan bermatoyaitu ba- US-sn 35 per-liter. Jika dikonversi ke
han bakar minyak premium/bensin dandalam rupiah dengan menggunakan
solar. kurs tengah Bank Indonesia per 31
Di Indonesia Pajak Bahan Bakar Mei 2019 (Rp. 14.385,-/US$), maka
Kendaraan Bermotor dikenakan tarif besarnya rataata Pajak Bensin untuk
sebesar 5% dari Nilai Jual Bahan Ba-negara-negara di Eropa Barat sebesar
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Rp. 17.118,15 per-liter dan untuk 33%) dari harga jual bensin sebelum
beberapa negara non Eropa sebesdPajak Bensin untuk neganegara
Rp. 5.034,75 per-liter. Sementara ituanggota OECD dan sebesar 78,57%
Nong (2018) menyatakan di Vietnam (44%/(100%-44%)) dari harga jual
Pajak Bensirsebesard 4.000 periter  bensin sebelum Pajak Bensin untuk
dan Pajak Solar sebesar2.000 per- negara-negara non anggota OECD.
liter. Jika dikonversi ke rupiah denganUntuk bagian Pajak Solar dari harga
menggunakan kurs tengah Bankfinal, Bacon (2001) juga menyebut-
Indonesia per 31 Mei 201Rp. 0,62/ kan bahwa rata-rata 59% dari harga
d), maka besarnyaPgak Bensin final sola merupakan Pajak Solar
sebesar Rp. 2.480,- per-liter dan Pajakyang dikenakan di negara-negara ang-
Solar sebesar Rp. 1.240,- per-liter. gota OECD dan rata-rata 40% dari
Kemudian data dari Bacon harga firal merupakan Pajak Solar
(200) menyebutkan rata-rata Pajak yang diterapkan di negara-negara non
Bensin per-liter di negara-negara ang-anggota OECD. Dengan demikian
gota OECD sebesar US-sen 58,1 darfata-rata tarif Pajak Solar yang dike-
di negara-negara non anggota OECDnakan sebesar 143/ (59%/(100%-
sebesar US-an 22,9. Bila dikonversi- 59%)) dari harga jual solar sebelum
kan ke dalam ruph dengan menggu- Pajak Solar untuk negara-negara ang-
nakan kurs tengah Bank Indonesia peigota OECD dan sebesar 66,67%
31 Mei 2019 (Rp. 14.385,-/US$), ma- (40%/(100%-400)) dari harga jual
ka besarnya rata-rata Pajak Bensin disolar sebelum Pajak Solar untuk nega-
negara-negara anggota OECD sebesa@-negara non anggota OECD.
Rp. 8.357,69 per-liter dan di negara- Data dari Jurado et al. (2008)
negara non anggota OECD sebesar Rpnengenai Pajak Bensin dan Pajak
3.294,17 per-liter. Data dari Bacon Solar beberapa negara di kawasan Asia
(2001) juga meyebutkan bahwa Pajak Tenggaa (ASEAN) menunjukkan da-
Solar di negara-negara anggota OECDta-data sebagai berikut: (1) Filipina
sebesar USen 42,4 dan di negara- memberlakukan Pajak Bensin per-liter
negara non anggota OECD sebesamasing-masing sebesar 4,35 untuk
US-sen 16,6. Bila dikonvesikan ke bensin jenis Naphtha dan premium
dalam rupiah dengan menggunakantidak bertimbal sertap 5,35 untuk
kurs tengah Bank Indonesia per 31premium bertimbal. Jika dikonversek
Mei 2019 (Rp. 14.385,-/US$), magka dalam rupiah dengan menggunakan
besarnya rata-rata Pajak Solar dikurs tengah Bank Indonesia per 31
negara-negara anggota OECD sebesaviei 2019 (Rp. 275,58), maka Pajak
Rp. 6.099,24 dan di negara-negara norBensin untuk bensin jenis Naphtha dan
anggota OECD sebesar Rp. 2.387,91premium tidak bertimbal sebesar Rp.
Selain itu Bacon (2001) juga menye- 1.198,56 per-liter dan Pajak Bensin
butkan bahwa besarnya bagian Pajakuntuk bensin jenis premium bertimbal
Bensin rata-rata sebesar 67% dari harsebesar Rp. 1.474,09 per-liter. (2)
ga final bensin di negara-negara angKamboja menerapkan Pajak Solar
gota OECD dan 44% di negara-negarasebesar 4,35% dari harga jual. (3) Laos
non anggota OECD. Hal ini berarti menerapkan Pajak Bensin sebesar 24%
rata-rata tarif Pajak Bensin yang dan 25% sertaPgak Solar sebesar
dikenakan sebesar 203% (67%/(100%-12% dari harga jual. (4) Malaysia
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memberlakukan Pajak Bensin sebesangandung sulphur 0,25%, 2,3 untuk
8,54% dari harga jual dan Pajak Solarsolar yang mengandung sulphur
per-liter sebesar RM 2,86 yang bila 0,25%, dang 2,1898 untuk bio solar.
dikonversikan ke dalam rupiah denganJika dikonversi ke dalam rupiah de-
mengyunakan kurs tengah Bank Indo- ngan menggunakan kurs tengah Bank
nesia per 31 Mei 2019 (Rp. 3.426,64/Indonesia per 31 Mei 2019 (Rp.
RM) sebesar Rp. 9.800,19 per-liter. (5) 452,658), maka Pajak Solar per-liter
Myanmar menerapkan Pajak Bensinsebesar Rp. 1.088,62 untuk solar me-
sebesar 170% dari harga jual danngandung sulphur 0,25%, Rp. 1.041,10
Pajak Solar sebesar 90% dari hargauntuk solar yang mengandung sulphur
jual. (6) Singapura menerapkan Pajak< 0,25%, dan Rp. 991,21 untuk bio
Bensin per-10 liter sebes&@$ 7,10 solar. (8) Vietnam menurut Nong
untuk bensin premium bertimbal, S$ (2018) menerapkaRgak Bensin sebe-
4,35 untuk bensin premium tidak sar Rp. 2.480,- per-liter dan Pajak So-
bertimbal, S$ 6,30 untuk bensin biasa lar sebesar Rp. 1.240,- per-liter.
bertimbal, S$ 3,70 untuk bensin biasa Dari sejumlah data tersebuam-
tidak bertimbal, S$ 6,80 untuk bensin pak bahwa pengenaan Pajak Bahan
lainnya yang bertimbal, dan S$ @,1 Bakar Kendaraan Bermotor di Indo-
untuk bensin lainnya tidak bertimbal. nesia masih terlalu kecil. Jika ditinjau
Jika dikonversi ke dalam rupiah de- dari tarif yang sebesar 5% dailai
ngan menggunakan kurs tengah Bankjual Bahan Bakar Kendaraan Ber-
Indonesia per 31 Mei 2019 (Rp. motor, baik untuk bahan bakar bensin
10.424,68%9), maka Pajak Bensin per- maupun solar, tarif ini masisangat
liter sebesar Rp. 7.401,52 untuk bensinkecil sekali jika dibandingkan dengan
premium bertimbal, Rp. 4.534,74 rata-rata tarif Pajak Bensin dan Pajak
untuk bensin premium tidak bertimbal Solar dari 7 negara Eropa sebesar
Rp. 6.567,55 untuk bensin biasa ber-60,3% untuk Pajak Bensin dan 50,2%
timbal, Rp. 3.857,13 untuk bensin untuk Pajak Solar. Jadata-rata tarif
biasa tidak bertimbal, Rp. 7.088,78 Pajak Bensin dan Pajak Solar yang
untuk bensin lainnya yang bertimpal diterapkan di 7 negara Eropersebut
dan Rp. 4.274,12 untuk bensin lainnyahampir mendekati 10 sampai dengan
tidak bertimbal. (7) Thailand menerap- 12 kali dari tarif Pajak Bahan Bakar
kan Pajak Bensin per-lit#r3,685 un- Kendaraan Benctor yang diterapka
tuk bensin tidak bertimbalg 3,3165 di Indonesia. Tarif Pajak Bahan Bakar
untuk bensin Etanol, 36% dan3,35 Kendaraan Bermotor di Indonesia
untuk bensin Naphtha. Jika dikonversisebesar 5% dari Nilai Jual Bahan
ke dalam rupiah dengan menggunakarBakar Kendaraan Bermotor untuk
kurs tengah Bank Indonesia per 31bensin maupun solar juga nampak
Mei 2019 (Rp. 452,68), maka Pajak sangat kecil sekali jika dibandingkan
Bensin per-liter Rp. 1.668,02 untuk dengan rata-rata tarif Pajak Bensin
bensin tidak bertimbal, Rp. 1.501,21 yang diterapkan di nega&negara ang-
untuk bensin Etanol, 36% dan Rp.gota OECD yang sebesar 203%, rata-
1.516,38 untuk bensin Naphtha. Se-rata Pajak Bensin yang diterapkan di
dangkan untuk bahan bakar solar,negaa-negara nonanggota OECD
Thailand mengenakan Pajak Solar peryang sebesar 78,57%, Pajak Solar
liter sebesar 2,405 untuk solar me- yang diterapkan di negarageea ang-
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gota OECD sebesar 143,9%, dan PajalKendaraan Bermotor jenis bensin yang
Solar yang diterapkan di negara- dikenakan di Indonesia.
negaa non anggota OECD sebesar Jika dilihat dari sudut besarnya
66,67%. nilai absolut pajak yang dihitunda
Sedangkan bila dibandingkan lam rupiah, menunjukkan pula bahwa
dengan persentase tarif Pajak Baharbesarnya pungutan Pajak Bahan Bakar
Bakar yang diterapkan pada beberap&endaraan Bermotor yang diterapkan
negara di kawasan Asia Tenggaradi Indonesia masih sangat kecil. Di
(ASEAN), tarif Pajak Bahan Bakar Indonesia dengan menggunakan harga
Kendaraan Bermotor yang diterapkanbahan bakar minyak per 31 Mei 2019
di Indonesia untuk bensin dan solarbesarnya Pajak Bahan Bakar Kendara-
sebesar 5% masih terlihat paling kecil an Bermotor yang dipungut sebesar
kecuali untuk Pajak Solar yang dite- Rp. 280,44 per-liter untuk bensin dan
rapkan di Kamboja sebesar 4,35%.Rp. 223,91 per-liter untuk solar. Se-
Laos mengenakan Pajak Bensin de-dangkan rata-rata Pajak Bensin dan
ngan tarif sebesar 24% dan 25% sertdPajak Solaryang dikenakan di 7 ne-
Pajak Solar sebesar 12%. Tarif Pajakgara Eropa masing-masing sebesar Rp.
Bensin yang diterapkan Laos berada dil6.686,60 periler untuk Pajak Bensin
antara 4,8 kali sampai dengan 5 kalidan Rp. 13.953,45 péiter untuk Pa-
tarif Pajak Bahan Bakar Kendaraanjak Solar. Data ini menunjukkan bah-
Bermotor jenis bensin yang dikenakan wa besarnya nilai rata-rata Pajak Ben-
di Indonesa. Sedangkan untuk Pajak sin di 7 negara Eropa hampir mende-
Solar yang diterapkan Laos 2,4 kali kati 60 kali dar besarnyaPgak Bahan
dari tarif Pajak Bahan Bakar Kenda- Bakar Kendaraan Berrmw jenis
raan Bermotor jenis solar yang dikena-bensin yang dikenakan di Indonesia.
kan di Indonesia. Malaysia mengena-Demikian pula untuk rata-ratPajak
kan tarif Pajak Bensin 8,54% yang Solar di 7 negara Eropa sekitar 62 kali
berarti 1,78 kali dararif Pajak Bahan dari besarny&®gak Bahan Bakar Ken-
Bakar Kendaraan Bermotor jenis daraan Bermotor jenis solar yang dike-
bensin yang dikenakan di Indonesia nakan di Indonesia. Pengenaan rata-
Myanmar mengenakan tarif Pajak rata Pajak Bensin di negara Eropa Ba-
Bensin 170% dan Pajak Solar sebesarat juga masih sangat besar jika diban-
90%. Tarif Pajak Bensin yang diterap- dingkan denganPgak Bahan Bhar
kan Myanmar 34 kali dari tarif Pajak Kendaraan Berntor jenis bensin yang
Bahan Bakar Kendaraan Bermotordikenakan di Indonesia. Rata-rata Pa-
jenis bensin yang dikenakan di Indo- jak Bensin di negara Eropa Barat be-
nesia. Sedangkan untuk Pajak Solarsarnya sekitar 61 kali dari besarnya
yang diterapkan Myanmar 18 ka&drif  Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermo-
Pajak Bahan Bakar Kendaraan Ber-tor jenis bensin yang dikenakan di
motor jenis solar yang dikenakan di Indonesia. Bila dibandingkan demga
Indonesia. Thailand mengenakan tarifPajak Besin di beberapa negara lain
Pajak Bensin jenis Naphtha sebesamon Eropa besarnya Pajak Bahan
36% ditambah degan Rp. 1.516,38. Bakar Kendaraan Bermotor yang dite-
Nilai Pajak Bensin jenis Naphtha yangrapkan di Indonesia juga masih sangat
diterapkan di Thailand ini 7,2 kali kecil. Untuk rata-rata besarnya Pajak
lebih dari tarif Pajak Bahan Bakar Bensin yang diterapkan pada beberapa
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negara non Eropa hampir mendekatidan Rp. 223,91 per-liter untuk solar
18 kali dari besarnya Pajak Bahanterlihat relatif masih rendah di antara
Bakar Kendaraan Bermotor jenis ben-beberapa negara lain di Asia Tenggara
sin yang dierapkan di Indonesia. (ASEAN). Filipina mengenakan Pajak
Apabila dibandingkan dengan Bensinséesar Rp. 1.198,56 dan Rp.
nilai absolut rata-rata Pajak Bensin dan1.474,09 per-liter. Nilai Pajak Bensin
Pajak Solar yang dikenakan pada neyang diterapkan di Filipina ini 4,27
gara-negara anggota OECD dan norkali sampai dengan 5,26 kali dari be-
anggota OECD, nilai absolut Pajak sarnyaPgak Bahan Bakar Kendaraan
Bahan Bakar Kendaraan Bermotor Bermotor untuk bensin yang diterap-
yang diterapkan di Indonesia sebesakan di IndonesiaMalaysia mengena-
Rp. 280,44 per-liter untuk bensin dankan Pajak Solar sebesar Rp. 9.800,19
Rp. 223,91 per-liter untuk solar relatif per-liter. Niai Pajak Solar yang dite-
masih terlalu rendah. Untuk negara-rapkan di Malaysia ini 43,77 kali dari
negara anggota OECD rata-rata besarbesarnyaPgak Bahan Bakar Kendara-
nya Pajak Bensin sebesar Rp. 8.357,6@n Bermotor untuk solar yang diterap-
per-liter yang berarti 29,80 kali dari kan di Indonesia.Singapura menge-
besarnya Pajak Bahan Bakar Kendaranhakan Pajak Bensin sebesar Rp.
an Bermotor jenis bensin yang diterap-3.857,13, Rp. 4.274,12, Rp. 4.534,74,
kan di Indonesia. Sedangkan untuk neRp. 6.567,55, Rp. 7.088,78 dan Rp.
gaanegara non anggota OECD rata-7.401,52 pefiter. Nilai Pajak Bensin
rata besarnya Pajak Bensin sebesar Rpiang dierapkan di Singapura ini 17,23
3.294,17 per-liter yang berarti 11,75 kali sampai dengan 33,06 kali dari be-
kali dari besarnya Pajak Bahan BakarsarnyaPgak Bahan Bakar Kendaraan
Kendaraan Bermotor jenis bensin yangBermotor untuk bensin yang diterap-
diterapkan di Indonesia. Untuk Pajak kan di Indonesia.Thailand menge-
Sdar, besarnya Rp. 6.099,24 per-liter nakan Pajak Bensinepliter sebesar
yang dikenakan pada negara-negar&®kp. 1.501,21, Rp. 1.668,02 dan Rp.
anggota OECD yang berarti 27,24 kali 1.516,38 ditambah 36%. Nilai Pajak
dari besarnya Pajak Bahan Bakar Ken-Bensin yang diterapkan di Thailand ini
daraan Bermotor jenis solar yang dite-> 5,35 kali dari besarnyBgak Bahan
rapkan di Indonesia. Untuk negara- Bakar Kendaraan Bermotor untuk ben-
negara non anggota OECD rata-ratasin yang diterapkan di Indonesia. Thai-
besarnya Pajak Solar yang dikenakarand juga mengenakan Pajak Solar
sebesar Rp. 2.387,91 per-liter yangsebesar Rp. 991,21, Rp. 1.041,10 dan
berarti 10,67 kali dari besarnya PajakRp. 1.088,62 per-liter. Nilai Pajak
Bahan Bakar Kendaraan BermotorSolar yang diterapkan di Thailand ini
jenis solar yang diterapkan di Indone- 4,43 kali sampai dengan 4,86 kali dari
sia. besarnyadPgak Bahan Bakar Kendara-
Jika dibandingkan dengan nilai an Bermotor untulsdar yang diterap-
absolut Pajak Bensin dan Pajak Solarkan di Indonesia. Vietham mengena-
yang diterapkan di beberapa negar&kan Pajak Bensin sebesar Rp. 2.480,-
Asia Tenggara (ASEAN), besarnya per-liter dan Pajak Solar sebesar Rp.
Pgak Bahan Bakar Kendaraan Bermo- 1.240,- per-liter. Besarnya Pajak Ben-
tor yang diterapkan di Indonesia sebe-sin yang dipungut di Vietnam 8,84 kali
sar Rp. 280,44 per-liter untuk bensindari besarnya Pajak Bahan Baka
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Kendaraan Bermotdenis bensin yang biaya infrastruktur variabelsebesar
diterapkan di Indonesia. SedangkanRp. 144,15 per-km. Bahan bakar ken-
besarnya Pajak Solar yang dipungut didaraan bermotor 1 litenisalkan dies-
Vietnam 5,54 kali dari besarnya Pajaktimasi rata-rata dapat dipakai untuk
Bahan Bakar Keferaan Bermtor  perjalanan kendaraan bermotor sampai
jenissolar yang dipungut di Indesia.  dengan 10 km. Dengan demikian be-
Jika dihubungkan dengan biaya sarnya biaya infrastruktur variabel
eksternal transportasi, tarif Pajak Ba-untuk 1 liter bahan bakar kendaraan
han Bakar Kendaraan Bermotor yangbermotor sama dengan 18 Rp.
diterapkan di Indonesia sebesar Rp.144,15 = Rp. 1.441,50. Nilai rata-rata
280,44 per-liter untuk bensin dan Rp. biaya infrastruktur variabel di Jerman
223,91 per-liter untuk solar relatiiaa  ini 5,14 kali dari besarnya Pajak Bahan
sih terlalu rendaldan belum bisaner  Bakar Kendaraan Bermotor jenis ben-
nutupi biaya eksternal pengoperasiansin dan 6,44 kali dari besarnya Pajak
kendaraan bermotor. Untuk biaya eks-Bahan Bakar Kendaraan Bermojer
ternal dapat dipakai data dari Essen ehis solar yang diterapkan di Indonesia.
al. (2011) yang menyatakan biaya eks-
ternal rata-rata per-kré-sen 6,8. Bila SIMPULAN
dikonversi ke rupiah dengan menggu- Penelitian yang dilakukan me-
nakan kurs tengah Bank Indonesia pemunjukkan bahwa Pajak Bahan Bakar
31 Mei 2019 (Rp. 16.016,98/ akan Kendaraan Bermotor yang dipungut
diperoleh biaya eksternal rata-ratadi Indonesia masih terlaltendah.Pa
sebesar Rp. 1.089,16 per-km. Bahanjak Bahan Bakar Kendaraan Benoo
bakar kendaraan bermotor 1 literi- yang dikenakan di Indonesia terlalu
salkan diestimasi rata-ratdapat dipa- kecil dibandingkan dengan banyak ne-
kai untuk perjalanan kendaraan bermo-gara lainnya, seperti negara-negara di
tor sampai dengan 10 km. Dengan deEropa, negara-negara anggota OECD
mikian besarnya biaya eksternal rata-dan bukan anggota OECD, serta bebe-
rata untuk 1 liter bahan bakar kenda-rapa negara tetangga di Kawasan Asia
raan bermotosama dengan 18 Rp. Tenggara (ASEAN). Kecilnya Pajak
1.089,16 = Rp. 10.891,60. Nilai biaya Bahan Bakar Kendaraan Bermotor
eksternal rata-rata ir38,84 kali dari yang dipungut ditinjau dari segi per-
besarnya Pajak Bahan Bakar Kenda-sentase tarif yang dipakai maupun dari
raan Bermotor jenis bensin dan 48,64besarnya nilai absolut pajak yang
kali dari besarnya Pajak Bahan Bakardipungut.
Kendaraan Bermotor jenis solar yang Kemudian jika dibandingkan de-
diterapkan di Indonesia. Untuk biaya ngan biaya eksternal pengoperasian
eksternal pengoperasian kendaraarkendaraan bermotor, jumlah Papk
bemoator ini dapat diambil pula data han Bakar Kendaraan Bermotor yang
dari Korzhenevych et al. (2014) me- dipungut di Indonesia tidak mencu-
ngenai rata-rata biaya infrastruktur kupi untuk menutupi biaya eksternal
variabel di Jermarsebesar€-sen 0,9 pengoperasian kendaraan bermotor ter-
per-km yang bila dikonversi ke dalam sebut. Biaya eksternal pengoperasian
rupiah dengan menggunakan kurskendaraan bermotor yang diperlukan
tengah Bank Indonesia per 31 Meiantara 5,14 kali sampai dengan 38,84
2019 (Rp. 16.016,96) akan diperoleh kali dan antara 5,14 kali sampai de-
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